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PEFATURAN DAERAH
KABIiPATNN DA}]RAH TTNGKAT IT KNNDAL

NOI,IOR 14 TAITUN 1992

-T]TNTANG
PEMtsARTAN UANG PNR{I{GSAI$G KEPADA

DINAS PENDAPATAN DAER,I\H

.DIINGAN l.\Iit'lAT fUInN YANG MAHA ESA

BUPATI KIIPALTI DAERAH TINGKAI If KENDAL

l,tenirnbang : a" bahwa peningkatan pelayanan kepada na-
syarakat yang dilaksanakan oleh para
petugas yang bertenggung jawab terbadap
pemungutan/pengelolaan penda.patan dae-
rah, a"lalah mutlak untuk selaLu diupa-
yakan demi teroapainya usaha untuk pe-
ningkatan pendapatan daerah ;

b, bahwa sebagai upaya untuk mewujudkan
sikap aparatur yang bersih dan berwi -
bawa se::ta mampu nnenjadi alat yang
efektif dan efisieno mgka kepada para
petugas sebagainana diniaksud di atas
perlu diberikan motivasi secara terus
menerirs yang diantaranya adalah dengan
rneqberikan uang perangsang ;
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c. bahwa untuk dapat mefaksanakan mak-
sud sebagaimana tersebut di a atas t

perlu riiitur dengan Peraturan Dae-

rah KabuPaten llaerah Tingkat II
Ken,1al "

Undang"-unclang llomor 5 Tahun 19?4

tentaig Poko[-pokok Pemeriniahan di
Jaerah;
Ilndang-undang Nomor 1J Tahun 1954
juncto Peraturan Pemerintah "Nonor 15

iatrun 19'16 tentang Perluasan Kota-
madya Daerah Tingkat If Semarang i

Un,lang-undang Nomor 11/Drt Tahun
195? tentang Peraturan Umum Pajak
Daerah ;

UnCang-undang Nomor 12 / Drl Tahun
lgfi i."tang Peraturan Umum Retribg
si Daerah i

Peraturan Pemerintah Nomcr 5 'Tahun
19?5 tentang Pengurusan Pertanggung
jawaban dan Pengarvasati'rKeuangan Da e

rah; '

Kenutuean Mqnteri p"itott,N"8e{i' No-

^", 
li6 Tahun '19?9 tentang Pemberi-

an Uang Perangsang ke-Pada 'Dinas
PendaPatan Daerah ;

Ke pu!g1g,11...1{€.p$e Ii,, Dalam N: 
Fu I+n"r ?F+Tahu+ 198r. tentar-rg- Tata

Pelaksanaan dan Penata-usahaan,
Pergngsang i ,,...,,.

8" Peraturan Daerah Kabu.paten' Daerah

Tingkat IT Kendal Nonor'17 .' ' Tahun

19g\ tentang Susunan'rQrganisasi dan
rala Ker5a-Dinls PenCapatan Daer"ah
n;ilp"i;fi--Daerah ringkit rr Kendar'

t-2-

Dengan persetujuan Dewan perrvakiian Rakyat Daerah
Kabupaten Jaerah Tingkat ff Kenrtal

ME:.{UTUSK.{i'i 2

l,lenetapkan : PEMTURAN DAERA.H KADUPATEN ,AEpA]_.f
TTI{GKAT TT K]ii{JA.L TEIITANG PEMBEF-].AN
UA$G PERAI.IGSANG KEPADA DTIVAS PEI.IDAP;iT
AN DAERAH

BA B

l,lengingat : i "

,.

2"

3.

4.

6.

7.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalan Peraturan Daerah ini ygng
maksud'dengan :

cli-

No-
Cara
Uang

I

AT
i,,f

l
,l
I

a" Pemerintah Dsslah adalah Pelier-in-
tah Kabulnten Daerah Tingkat ff
Ken.lal ;

b. tsupati Kepala Daerah a.lal-ah iiupati
Kepala Daerah Tingkat ff Kendal ;

c" Dinas Pendapatan Daemh aclalah Di-
nas Pen'lapatan Daerah Kabupaten
J4erah Tingkat ff l{endal ;

d" Uang Perangsang adalah penbe ri_:rr_
n c ti va si yan g be rupa. u.en g ke p.r.l i.-cara petugas y:ii1g bertanggung .j--.-
'"rab Czl:rm penungutan / pea6clcl-a:-.n
pcndapata.n daerah 6una leninq];;rlan
kesejahteraan serta peningkaiari ff o
bilitas yang dapat nenun3an6 u.pa.:'.i
peningkatan pendapatan daerah -.

BA B TT

PEMI]ERIAN UANG PERANGSANG
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Pasa1 2

Pemberian uang perangsang dianggarkan dalam
Anggaran Pen-l-apatan dan tselanja Daerah yang
untuk selanjutn$a diberikan kepada jajaran Di-
nas Penrlapatan Daerah dan atau aparat/instansi
lainnya yang terkai.t dengan tugas dan tangtung
jawab pemungutan/pengel-olaan pendapatan daerah.

Pasal 3

Besar"nya ua.ng perangsang adalah 5 % ( lima per
seratus ) yang diperhitungkan dari realisasi
penerimaan masing-masing ayat pendapatan dae-
rah yang telah disetor pada Kas Daerah .

BA B lII
. PENATA - USAHAAN

Pasal- 4
Dinas Pen'iapatan D.erah menatausahakan uang pe
rangsang sebagaimana dimaksud Pasar. 2 Peratur-
an Daerah ini dan mernbayarkannya kepada aparat
/instansi yang berhak menerim.anYs .

BA B TV

I,AIN - LAIN

,Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka
semua penetapan yang mengatur tentang pemberi-
an uang perangsang yang bertentangan dengan
Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku
lagi

BA B V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Haf-hal yang belum diatur dalam Peraturan Dae-
rah ini sepanjang yang menyangkut pelaksanaan-
n;ra akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepq,la
Daerah r { -

Pasa1 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku paCa tang-
gal rliunCangkan

Agar supaya setiap or?.ng nenget.:huinya, inene-
rintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penenpatannya lalam Lembaran Jaa::ah
Kabupaten Daerah Tingkat TI Kendal cq

I

f,

;l

DNWAN PRRI{AKILAN RAKYAT
DARRAH KA ]]UPATEN DA]':RAH

TINGKAT TT KENDAL
KETUA,

Cap ttd
SOFTAN PURI'JOSUTjROTO

Kendal, 1O Ju1r 1992

BUPTTT KF.PALA DAERAH

TTi{GKAT T KEI.{DAL

Cap ttd

soEMoJo HADTi.JTNCTO, SH

I

I

tl

Disahkan dengan keputusan Gubernur Kepala Dle
rah Tingkat f Jawa Tengah tanggal 2J AgustrG
''f t!2 Nomor r88"1fi?6/1992

Diundangkan dalan Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat If Kendal tanggal 117 Oktober
1992, Nonor 9 Tahun 1992 Seri D No" , "

SEKRETARTS WTLAYAH / DAEP.AH

TTNGKAT TI KENDAL

CaP ttd

Drs" WrD0Do PFODJOS9S}{AFToIVO
Pembina Tingkat f
NTP" 5oo o33 727

--------orl
E-)-



PENJELASAN
A TA S

PERATUPAN DAERAH
KABIJPATEN DAERA}I TT}{GKAT IT KNNDA,L

i\iONOR 14 TAHUN 1992
TENTANG

PEMBERTAN UANG PERANGSANG KEPADA
DTNAS PENDAPATAN DAERAH

r" PFTUELASAI'I Ui'IUt,{

Sebagai ko:esekrvensi dari rpada kenauan untuk me-
laksanakan pembangunan di Kabupaten Daerah Tiig
k,at If Kendal, maka dalam setiap tahunnya sela]
Iu diperlukan adanya peningkatan penrlapatan d.ae
rah. Penin,gkatan tersebut hanya rlapat dilakul
kan dengan berbagai upaya baik intensifikasi -
maupun ekstensifikasi, termasuk dalam hat ini
adalah pemberian rootivasi kepada para petugas
pelaksana atau nereka yang bert.tnggung jawab
terh"adap pelaksanakan tugas penyetoran penclapat
an daerah

Dengan pemberian motivasi ini diharapkan dapat
nendorong pare aparat pelaksana untuk lcbih me-
ningkatkan pelayanan, karena kita sadari bahwa
faktor pelayanap kepad:r mesyarakat aderleh sa-
ngat berpengaruh pada kelanca.ran pemungr:tan pen
dapatan daerah, Kebi jaksa;:.a.an ini secara lang;
sung m?.Lr.pun ticiak 1-anguung jrtga se jrrlan d.engan
upaya untuk menci.plakan qiraratur yang bersih
,1an bei.wibawa. Uniuk ii;ul'lh maka kepada mereka
yang lnencang tel:rit r-neliksar,ri,an tugas dan tang-
gung javr::.b dimaksud perlu diberikan d.orongan
..,Jengan pemberian uang perengs"ng ber.lasark":n
peraturan perundang-undangan yeng berlak-u
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Cleh karenanya pemberian uang pereniris3.ng d.ir.al--:r:'i
juga perlu cliatur cLengin Pera;1.::n f i,,ir?.ii, i: : i.,,:rr.,'.
ekan labih mernberikan 1-:epasi;ien h,il.:u.:ri

iir:pr:.otian hukuiii selia gai janit:.:'::r erll:'.it i.^cnr---rc "'.i.".::., ,

;eleiksanaan lebih ian jut, sehiriggi, tu juait unt;,.
sel-alu ineningkatkan pendapatatr Caerah jrrga al:a'r
;e rca pai

f f . PASAL DEI{I PASAL i

Pasal

Pasal
1

2

Cukup jelae 
"

Pasal 3

Pasal 4

t hparai-y'instansi lain yang di-
maksud Pasal 2 Peraturan Daerah
ini adalah nereka yang bere.,la
di luar jajaran Dinas Pendapat-
an Daerah yang juga raenpunyei
tugas ddn tanggung jauab pemu-
ngutan/pwngelolaab Pendqpatan -
daerah "
Sedangkan pendapatan daerah ya4g
dimaksild pasal ini adalah pen-
dapatan daerah Yang merupakan
pendbpatan langsung Pemerintah

_r.,, D*",I-flh, dalam arti bukan merupa-
.,, .. kan,"sgtoran yang sebelumnya te-
.'.,,.', -1"h diperhitungkan sebagai Laba" 

.'- Peruseihaan Daerah atau Bagi
-. ' liari-i Pend*patan Daerrh antara

Fenerihtatr Daerah dengan Pene--- ' rintatr yang lebih tinggi, kecua
Ii jilia liatur demikian oleI

,i" :'Feratu,ran yang lebih tin$gt .
- i,, ':r .' :-r ;,
- : . Cukup, jelas "

-''?;.:'r Penatausahaan yang dimaksud di-
,,. ;:r;'sinl' adalah pelaksanaan pemberi
:i'.-f J:lel1 uei$g p"r.rg"urg dalam Ang.l
j r | ', r . ga ].en' Pend a pa tan d an Be lan ja
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)aerah harus dicantumkan dalam
pos 2"2"4. Anggaran Dinas Pen-
Capatan Daerah pada pos penge-
l-ua::an lain-1ain untuk kemu-
dia-n dibayarkan paCa a,pzrat/
j-nstansi yang ber'hak menerir:oa-
nye sesuaL dengan Keputusa.n tsu
pati Kepala Daerah yang berl
sanglcutan

Pasal 5 : Cul';up jelas o

Pasal 6 z Cukup jelas 
"

Pas,rl- 7 : Cukup jelas

.L
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